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JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PERSYARATAN DAN PERSEBARAN CALON PERSEORANGAN. 

2019 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 483/ PL.02.2-
Kpt/5171/Kota/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PERSYARATAN 
DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN 
WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020. 
 
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf 

b, ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Jumlah 

Dukungan Minimal Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan 

pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020; 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah :  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1586); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indoneisa Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 452/PP.01.2-Kpt/5171/Kota/IX/2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020. 

Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 483/ PL.02.2-

Kpt/5171/Kota/X/2019 diatur tentang :  

Bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar 

Tahun 2020,  dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan 

dan sebaran dukungan sebagai berikut : 1. Harus didukung paling sedikit 

8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah penduduk yang termuat pada 

Daftar Pemilih Tetap Kota Denpasar dalam Pemilu tahun 2019, adalah 

464.132 jiwa, yaitu 8,5 % X 464.132 jiwa = 39.451,22 (dibulatkan keatas) 

menjadi = 39.452  jiwa ; 2. Harus tersebar di lebih dari 50 % jumlah 

Kecamatan di Kota Denpasar, yaitu tersebar minimal di 3 kecamatan di Kota 

Denpasar; Data DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Denpasar sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Keputusan. 

 

CATATAN:  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019. 

- Lampiran 1 Halaman 

 

 

    


